
I. Undang·Undang Nomor 14 Tahun 1950 rcntang 
Pernbcntukan uacrah-Decruh Kabupaten Dalam Lingkungnn 
Provil'lsi Ja.wn Hnrnt (Ocrir1J Negara T.;1hu11 tQ50); 

2. Un~ang-Undan~ Nomor 33 Tahun 2004 temang 
Perirnbangan 1-:cuangan antara Perncriruah Pusar dan 
Perncriruahan Duerah [Lcrnbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor I ?6, Tambahan Lembaran Neg-<Lm 
Rcpul>Jik lnrtonesla Nomor 4438); 

:l, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Pohtik 
{l-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 
Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomo; 
4801/ seba11-mmana tdah diubah dengan Undang-Undnng 
Nomor 2 Tt1hu.n 2011 lCnlang Pcrubalum atas Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2008 lCnlang Partai Pollok 
(Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun ?.O I I :,Jomor ll 

mbang • a. bahwa pembcrian baniuan keuangan kcpada Partai Politik 
yang bersumbcr duri APBD sebagaimana diatur dalam Pasal 
34 ayat (3) Unc!Hng·Undung Nomor 2 Tahun 20 II ten tang 
Perubahan Stas Urrdu ng-Uridrmg Nomor 2 Tahun 2<>08 
tentang PArLOi Pohuk, dalarn rangka mengopumalkan serta 
mempcrkuat sistem dun kelembagaan Partai Pohrik melalui 
peningkatun pclaksanaan pendidiknn politik bagi anggota 
parrai potitik dan masyaraknL, 

b. bahwa banruan kcuangan kcpada Partai Politik juga 
digunakan untuk operasional sekrerariat Partai Politik, maka 
dalam pcngclolaannya wajib menyampaikan lapornn 
pertanggungjawaban bantuan kcuangan yang transparansi 
dan akuntabilitas kcpada Pcmermrah Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud 
dalarn huruf n <Jun huruf b di atas, perlu menetapkan 
Ba ntuan Kcuangan Pcrnerintah Ka bu paten Bekasi Kepada 
Partai Politik dcngan Peraturan Bupari. 

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BEKASI, 

TENT ANG 

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLJTIK 

NO MOR 

PERATURAN BUPAT1 BEKASI 

4 TAHUN 2018 



Daerah adalah Kabupaten Be~si: 
Pt'menntah Dae rah adalat; Perncrintah Kabu paten Bckasi; 

BlJpati adalah Bupati Bcka~i: 
DPR() adalah OPRD l<;abupatcn Bekasi: 
B .. nuuan Keuangan adalah baruuan berbcruuk uang yang diberikan oleh 

Pcmcrinmh Kubupatcn Bckasi kcpada Pnrtai Politik yang mendapatkan kursi 

<li_DPRD Kabupatcn Bekasi; 
Kur si adalah jurnlah kursi yang clipcroleb Partai Polilik di DPRD: 

Sueu'a adalah perolchun dukungun masyarakar yang diperolch Partai Pohtik: 

Partai Polirik adalah Partai Politik Tingkct Kabupaten Bekasi: 

Dewan Pernirnpinan Dueran adalah Dew .. in Pemimpinan Daerah atau seburan 

1...~unnya yang sah Partai Politik Tingkat Kabupaten Bekasi: 

tw101~ sdalnh l<;e,ua Partai Politik Tingkat Kabupaten Bekasi: 

sekretaris adnlah Sekreraris Pc1nal Politik Tingkat Kabupaten Bckasi: 

Beudahara adalah Bendahara Partai Politik Kabupatcn Bckasi: 

tnsransi yang berkompcntcn adalah Badan Pengelolaan Kcuangan Daerah 
l<;obupatcn Bckasi: 

K<.lS Umum adnlah Bank Jabar Banteu 1B.JB); 

lam Peraruran oaeran ini yang dimaksud dengan : 

Pasal l 

Menctapkao: PERATURAN BUPATI BEKASI TENT ANG BANTOAN KEUANGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI KEPADA PARTAI POLITIK. 

BAB I 
l{ETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN 

7. Pernutrau Dacrah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 
tenrang Pernberu.ukan dan Susunan Perangkat Daerah 
[l.embaran Daerah Kabupaten Bekasi Tohun 2016 Nomor 6). 

5. Peraruran Pernerintah Nomor l Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2009 tcntm1g Bantuan Keuangan Kcpada Pnna.i 
Poliuk [Lcrnbaran Negara Rcpttbhk Indonesia Tahun 2018 
Nomor l. Tambahan l.embarnn Negara Republik Indonesia 
Nornor 61771: 

6. Peraturan Daerah Kabupatcn Bekasi Nomor 7 Tahun 2015 
rentang Pengclcluan Kcue nga n Daerah (Lcmbsran Oaerah 
Tahun 2015 Nomor 7; 

~ Per !1.Jr Perncrmtah Nomor 5 Tahu:1 2009 rcntang Bantuan 
Keuangcn Kcpada Partai Politik [Lembaran Negara Republik 
lndnn<"o;;u Tc1hun 2009 Nomor 18 Nornor 4972J; 



nggaran b~1Huan keuangan Partai Polirik disarnpaikan oleh Bupau kcpada 
?RD sesuai dcngan ketentuan peracuran perundang-undangan. 

Pasal 4 

BAB III 
PENGANGGARAN 

wmlah banruan keuangan dari APBD seuap rahun kepada Partai Politik adalah 
urnlah p~r~lt:han suara Parted Politik hasil Pemilihnn Umum 2009 dikalisan 
lcngan nilai bantuan pcrsuarn sebagaimana dimaksud pada huruf a. 

+sarnyc jumlah baruuau kcuangun yttng dtalokasikan dnlam APBD senap 
iahun untuk Parrai Politik adalah jumlah perolchan suara hasi! Pemilihan 
Umurn 2009 dikalikan dengan ni!ai baruuan persuara sebagaimana dimaksud 
"1.:tda huruf a; dan 

.-.,,~rnya nilai bantua rt pcrsua r:l tin Luk Porta i Poliuk yang memperoteh kursl 
; DPRD adalah jurnlah bunuran APOD Tahun t\nggaran sebelumnya dibagi 

_!:·ngan jurnlah perolchan suara hasil Pernilihan Umum DPRO periode 
ot belumnya bcrdasarkan perhitungan suara vang duerapkan oleh Komisi 
· -rnilihan Umum Kabupatcn Bckasi: 

cara perhittingan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagai berikur : 

Pasal 3 

q -samya baruuan keuang.:.m kcpada Po.rtai Politik .:sebagaimnrm dimaksud 
f da ayru (2J ditetapkan oleh Bupari. 

'"'antuan Kcuangan sebagaimuna dimaksud pada ayat (1) diberikan secara 
oporsional berdasarkan jumlah pcrolchan suara. 

PasaJ 2 

">antuan Keuangan kcpada Partai Polirik yang bersumbcr dari APBD diberikan 
pada Partai Politik yang mernperoteh kursi di DPRD senap tahun anggaran. 

BAB 11 
PERHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN 

VMg dimaksudknn deugan instansi yang berkompeten adalah instansi yang 
~r.,.:en,ang melakukan pengawasan dan perncriksaan pengelolaan dan 
pert .. mggun&ja.waban keuangan daerah/negaro. 

\ ang dimaksud dengun pclangganan daya <fan jAsa adalah bteyo tc-tap ys.nM 
dibebankan atas penggunaan da.y<.1 dan jasa sepcru : tisrrtk, tclpon, air dan 

in-Iainnya yang menjadi kebuiuban tctap sekretariar; 

n propor,;.nn-a.1 adata.rt perhitungan perolehan 
.,_ ne-ma-mc Parfai Polir ik dalam 1 tsarul tahun 

1 _ (dua bclasj bulan bcrdasarkan perhitungan 
~'c-~mlih.-111 Umum: 

) ~,: dimaksudkar den 
nruan dana kt,µsda 
ggarnn arau selama 

pt1"0lehan SUGra S; • LOS.I 



g. surat Pcrnyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia ditunrur sesuai 
i:eraturan pcrundang-undangan apabila membcrikan kcterangan yang 
tidak bcmu- yang ditandatangani olch Kctua dan Sekretaris Dewan 
Pimpinan Dacrah atau De-..van Pin:pirl;.1n Cabang di atas meterai dcngan 
mcnggunakan Kop Stin::tt J.>art,d Pofitfk. 

L laporan reetisas: pcncnmaan dun penggunaan bantuan keuangan tahun 
anggaran sebelurnnya: dan 

e. rcncana penggunaan Dann 8;,i11Lmm Keuangan Parral Politik: 

d. nornor Rekcning Kus Umurn Partai Politik yang dibuktikan dengan 
pcrnyataan pcrnbukaan rckcnmg dari Bank )'fin& bcrsangkuian; 

c, surat Kctcrangan autentlfikasl hasil penetapan perolehasn kursi dun suara 
Partal Politi I< hasil Pcmilihan Umum DPRD yang dilegalisir o!eh Ketua atau 
Sekrcttu-is 1,PU Kabupaten Bekasi; 

b, fotu copy surai kererangan Nomor Wajib Pajak; 

I Surat Pt.·1111oho11an scbagaimana dirnaksud diajukan dengan melampirkan: 
a. surai Kcputusan DPP/DPW /DPD Partai Politik y8ng menetapkan Susunan 

Kepengurusan Parral Poliuk Tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Kenia 
Umum dan Sckrctaris .Jcndcral OPP Partai Polit ik arau sebutan larnnya 

Dalarn hal Kctua (Ian sekreioris berhalangan, penandatanganan permohonan 
l 1 ~ dapAt diwakilkan kepada pcngurus lain dengan mcnunjukkan Surat Kuasa, 

_J Surat permohonan scbagaimana dirnaksud pada ayar (H ditundatangani oleh 
Kerua dan Sckretaris Dewan Pimpman Daerahr Cabang atau sebutan tainnya 
di Tingkat Kabupaten dengan tcrnbusan disampaikun kepada Kerua Komisi 
Pernilihan Umum Daerah Kabupruen Reka$.i dan Kepala Sadan Kesatuan 
Dnngsa dan Polirik Kabupaten Bekasi. 

,I Partai Poliuk mcnyampaikan perrnohonan bantunn keuangan secara terrulis 
kepada Bupari untuk menvalurkan Bantuan Dana melalui rekening kas umum 
Parral Politik dcngan menggunakan kop surat dan cap stempel. 

BABIV 
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN 

Pcnerapan bcsarnya anggaran banruan kcuangan kcpada Partai Polilik 
memperhatikan kernampuan keuangan Dae-rah. 

~J Bcsaran nilai bantuan kcuangan kcpada Partai Politik yang mendaparkan 
kursi di OPRD sebesar Rp. 1.500,· (sertbu lima rarus rupiah) per suara sah. 

• l Bantuan keuangan kcpada Parral Polilik yang mcmpcrofeh kursl di DPRO 
dianggarka» setiap rahu n oleh Pemerintah Dae rah. 

Pasal 6 

Pas:,. 5 

Bsntuan keuangan Jccpada Pan..u Pollnk y.._ .. :: dialokasrkan seuap tahun anggacc:U1 
sebagairnana dimaksud dalan, P.d'-!-8? 2 dao Pasal 3 dranggark.d.fl ti.JJani -j<"nts 
Oantuan kcuar-can de-izan objek bclanju b ... mtuan keuangan kepada Partai Politik. 



•I Dalarn ha! banruan kcuangan diserahkan sekaligus dalarn l [satul tahun 
anggeran rnaku laporan pcrtanggungjawabannva wajib disarnpaikan paling 
Jama l (snru) bulnn seretah berukhirnva tahun anggaran. 

Peuverahan Bantuan Keuangan kepada Partar Politik dilaksanakan olch 
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupmen Bekasi kepada 
pirnpman Parrai PoHtil< dcngan Bes-ha Acara Serah Tcrirna, surat Tanda 
T~r;ma Vang Banruan yang dibuat dalarn bcntuk hritansi l':10!! 
clitandatangani di atas rnetcrai olch pirnpinan Partai Politik dengan 
menggunakan Kop Surm dan Cap Stempel PRrtai Politik; 

-1 Bantuan keuangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (II dapat discrahkan 
sccara bcrrahap, rnaksimal 2 (dua) tahapnn . 

.,, Apabil« b~mtuan kcuangan discrahkan sccara bcrtahap maka pcnyerahan 
tahap bcrikumya dapai dilukukan seiclah ada laporan pcrtanggungjawaban 
atas penggunaan bantuan keuangan pada tahap scbelumnya. 

Pa sal 10 

BABVI 
PENYERAHAN BANTUAN KEOANGAN 

_ B<i!'lta acara hasil verifikasi kelengkapan udministrasi permohonan banman 
keuangan Partai Politik Tingkat Knbupaten Bekasi disampaikan olch T,m 
Vcrifikasi Tingkat Kabupaten kepada Bupati clengan melampirkan 
k.-lengkapan pcrsyaramn udministrnsi. 

l H.;_-1.:;il verifikasi kelengkapan adrninistrasi permohonan banuian keuangan 
Purtui Politik dibuar dalarn berua acam, 

Pasal 9 

•1 Pembcnrukan Tim Vcrifikasi ~cb.:.gairnflna dimaksud pada ayat (l) ditetapkan 
dcngan Kcputusan Bupari, 

a. IJadan Kcsau .. ran Bangsa dan Politik Kabu paten Bekasi: 
b. Badan Pcngelol~\an Keuungan Daerah Kabupaten Bekasi; 

. tnspcktorar Kabupaten Heknsi: 

d Bagian Hukurn pada Sekretariat Daerah; clan 

t..' Komisi Pemilihan Umurn naerah Kabupatcn Bekasf. 

Kci.inggotaan Tim Verifikasi scbagalmana dirnaksud pada ayat tll terdiri dan 
.. msur : 

Tim Verifikasi scbagaunana dimuksud pada ayat (J) <.liketuai olt:h Kepala 
B~da!1 Kcsauran Bangsa clan Polirik Kabupaten Bckasi, 

1l Verlnka!.I kelcngkapan ndrninistrasr pengajuan permohonan banruan 
keuangan Purrai Polirik dilakukan oleh Tim Vcrifikasi. 

BADV 
VERJFIKASI KEI.r.oJGKAPAR ADMINISTRAS! PARTAl POLlTlK 



•:·111tT!ntah Daerah dapat rncrninta tnsiansi yang bcrkompeten unruk melakukan 
emeriksaan atas pcngguneau dana baruuan. 

Pasal l-l 

~mngganan daya dan jas<1: 
erneliharaan data dun ar-sip: <Ian 

oerncliharaan perataran karuor. 

administraxi umum; 

~i~uan operasional .sekretnr1::.H sebagaimana dimaksud pnda Pasal 11 berkaitan 
igan: 

Pusal 13 

_ h..:giawn pcndidikan politik dil.:1ks.'lnakri11 dengau mcmperhauken keadilan 
dun kcsctaraan gender untuk membangun euka dan budaya poliuk sesuai 
den gun Pancasila. 

penir1gkt1tnn kcrnandirian. kcdcwasaan dan membangun karakter bangsa 
dalarn rnemelihara pcrsatuan clan kesatuan bangsa, 

1x-ningkawn part isipnsi politik dan lnisiauf masyarokat dalam kehidupan 
bermasvarakar. berbangsa dan bernegaru; dan 

u. pcningkatnn kesadaran hak dun kewajrban masyarakat dalam kehidupan 
bermasyarakm, bcrbangsn dan bcrnegara: 

K~giatru1 Pcndidikan Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal l l berkaitan 
Jt·ngan: 

Pascil 12 

-uuan Keuangnn Partai Poluik digunakan sebagai dana pcnunjang kegiatan 
ididikan Politik pada Partai Politik scrtu opcra~ional sekretariat. 

Pasal 11 

PENCGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POL-ITIK 

BAB VII 

b, Foto copy Surat Kctemngan Nornor Pokok Wajlb Pajak (NPWPI: 

a. sunu Keterangan Bank yanc menyatakan kepemilikan ;>;o:nor Rekening 
Bank atas nama Dewan Pimpiuan Daerah yang masih berlaku: 

5J Penycrahan tu.an l<c:..,=:,:c-.a-, sc.bb-c--..umana c:1mQk·~-t.d pada avat tlJ 
dilakukan dc.'lglill p,rs dmtn• ,u ,,.j 



II .T It 

anggal 22 -Jariuari 2018 

IS DAERAH KABUPATEN BE:KASI t 
Hj. NENENC HASANAH YASIN 

ttd 

BUPATI BEK.AS! 

Cikarang Pusat 
22 Januari 2018 

Diretapkan dr 
pada tanggal 

ear scriap orang rncngctahui, mernerinrahkan pengundangan Peraruran Bupat. 
I dengan penernpaiannya da!am Serita Daerah Kabupaten Bekasi. 

-raruran Bupari ini mutai berlaku pad~ tanggal diundangkan. 

Pa sal 18 

81\11 IX 
KETENTUAN PENUTUP 

.rrtai Politik yang melanggar kcrentuan scbagaimana d;maksud dnJam Pas.al 16 
!\t'nai sanksi berupa penghenuan baruuan keuangan dan APBO dafn.m rnhu:1 

nAAsran bcrjalan sarnpai laporan pcrtanggungjawabannya diaudit oleh Badan 
·meriksa Keuangan. 

Pasal 17 

">:ur.a1 Politik wajib rnenvampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan 
)engduaran Keuangan yang bcrsumbcr dn ri 1\PBO secara berkala t [satu) tahun 
d,ah kepuda Bupati scretah diaudit oleh Badan Pcmeriksa Keuangan paling 
-nbar J(satu) bulan sctelah tahun anggaran berakhir. 

Pasal 16 

Laporan perranggungjawa ban scbagaunana dirnaksud pada ayat (2J 
sekurangkurangnya rncrnuat rckapitulasi, realisasi penerimaan dan rincian 
reallsasl belanja dana bantuan keuangan Partai Politik per kegiatan. 

_ Partai Politik wajib rnernbuat Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan 
Pengeluaran Dana Banruan Keuangan secara bertahap 6 (enam) bulan setelah 
penandatanganan Bcrita Acara Serah Terirna. 

Partai Pohrik wajib membuai pernbukuan dan memelihara bukri penerirnaan 
dan pengeluaran atas dana baruuan keuangan. 

BABVTII 
PERTANGGUNG.,JAIVABAN 

PENGGUNAAN (JAJI/TUAN KEUANGAN PARTAI POLJTIK 

Pasal 15 


